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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
, NOMOR .3:J TAHUN 2018 

TENT ANG 

KODE ETIK PEGAWAI DAN KELOMPOK KERJA 
UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai 
dan Kelomp.ok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kab.upaten Aceh 
Barat Daya secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga 
pegawai dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan 
Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki integritas, 
kompetensi, obyektifitas, dan independensi dalam menjalankan 
tugasnya... untu_k itu_ dipandang perlu diatur Kode Etik bagi 
Pegawai dan Kelompok Kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Aceh Barat 
Daya tentang Kode Etik Pegawai dan Kelompok Kerja Unit 
Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek 
Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 381 7); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17); 

3. Undang-Undang Nomor . 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 

6. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipit N"egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik ,.Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114); · 

8. Peraturan Presiden Nomor 157· Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 
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Menetapkan 

-

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit 
Layanan Pengadaan; 

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerin.tah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Bupati Aceh Barat baya Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KODE ETIK 
PEGAWAI DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan 
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh Barang/ Jasa. 

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang 
bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
dinbah dengan Peraturan presiden Nomor 157 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

5. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya yang 
se:lanjutnya disebut ULP adalah unit ·organisasi Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat Daya yang berfungsi melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri 
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

6. Pegawai dan Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut pegawai 
dan pokja adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan 
Administrasi dan Proses Pemilihan Pengadaan Barang/jasa. 

7. Kode Etik Profesi Pegawai dan Kelompok Kerja Unit Layanan 
Pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah norma yang 
digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pegawai 
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dan Pokja dalarn melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur 
pemilihan penyedia barang/jasa, ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip 
pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, 
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 

BAB II 
PELAKSANAAN TU GAS PEG AW AI DAN POKJA ULP 

Pasal 2 

(1) Pegawai dan Pokja ULP dalam melaksanakan tugasnya mentaati 
peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran 
dan tanggungjawab. 

(2)' Pegawai dan Pokja ULP dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan prinsip
prinsip : 
a. Efisien, yaitu Pengadaan barang/jasa harus diusahakan 

dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 
mencapai kualita.s dan sasaran dalam waktu yang 
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan 
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 
maksimum; 

b. Efektif, yaitu Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan 

::~~~~:U !"!ra!~':r,"; se~:"..!-:::iy!~tetapkan serta \ 
c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai 

Pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui 
secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta 
-oleh masya:rakat pad.a umumnya; 

d. Terbuka, yaitu Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh 
semua penyedia barang/jasa yang memenuhi 
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas; 

e. Bersaing, yaitu Pengadaan barang/jasa harus dilakukan 
melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin 
penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 
persyaratan, sehingga dapat diperoleh branag/jasa yang 
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang 
mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan 
barang/ jasa; 

f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang 
sarna bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak 
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak 
tertentu, dengan tetap memperhatikan kepenting::;tn 
nasional; dan 

g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan 
yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(31 Peg~wai dan Pokja ULP dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) wajib 
bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik. 
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BAB III 
KODE ETIK PEGAWAI DAN POKJA ULP 

Pasal3 

Kode Etik Pegawai dan Pokja ULP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi : 
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 

jaw;ib untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan 
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/jasa; 

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/jasa yang 
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung mau pun tidak 
langsung yang berakibat terj·actinya persai·ngan tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para 
pihak; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 
barang/ jasa; 

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 

g-. mettghmdari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan negara; dan 

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau mene-rima hadiah, imbalan, komisi, 
rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa. 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 4 

{l). Hubungan Pegawai dan Pokja ULP dengan Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat 
Komitmen Instansi pengguna barang/jasa lainnya dalam 
pelaksanaan tugasnya : 
a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan para 

pelaks..an.a pengadaan. baraug/ jasa dari ins.tan.~i terkait;. 
b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan demi 

menjaga kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya; 

c. saling mengkaji ulang, mengingatkan dan membimbing; dan 
d. mentaati dan menjalankan perintah atasan. 

(2) Hubungan Pegawai dan Pokja ULP dengan pihak penyedia 
barang/jasa: 
a. menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa 

yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif, dan akuntabel; 
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b. bersikap profesional dan independen dalam melaksanakan 
pemilihan pengadaan barang/jasa. 

BABV 
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI DAN POKJA ULP 

Pasal 5 

(1) Penegab.n Kode Etik Pegawai dan Pokja ULP dibentuk Tim 
Kehonnatan Kade Etik yang bersifat ad hoc. 

(2) Tim Kehonnatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) 
berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima} orang terdiri atas : 
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota 

'f>asal 6 

Tim Kehonnatan Kode Etik sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 
mempunyai tugas dan wewenang : 
a. memantau pelaksanaan tugas Pegawai dan Pokja ULP; 
b. memeriksa pelanggaran Pegawai dan Pokja ULP; 
c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pegawai dan 

Pokja ULP; dan 
d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Barat Daya. 

Pasal 7 

Tim Kehormatan Kode Etik dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya. 

Pasal 8 

(1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima 
belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi 
dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
Pegawai dan Pokja ULP. 

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi 
hasil pemeriksaan. 

BAB VI 
PENGADUAN 

Pasal9 

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh 
Pegawai dan Pokja ULP terhadap Kode Etik ini disampaikan 
kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik. 

(2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Pengadu harus mencantumkan identitas yangjelas dan lengkap. 
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BAB VII 
SANKS I 

Pasal 10 

Pegawai dan Pokja ULP yang dalam melaksanakan tugasnya 
melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim 
Kehormatap Kode Etik. 

BAB vrn 
PEMBINAAN 

Pasal 11 

'(1~ Pimpinan atasan langsung Pegawai dan Pokja ULP melakukan 
pembinaan profesi dan mental. 

(2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan 
informal. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal 2.o~ 
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Ditetapkan di Blangpidie 
pada~~~ 2018 M 

\> ~ . -q-;ez 1439 H 

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR-39 
6 , 


